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PENGANTAR PENYUSUN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas berkah dan karunia-Nya se-
hingga kumpulan makalah yang dihasilkan melalui Call for Papers Annual
Conference on Fatwa MUI Studies yang ke-7 dapat terhimpun, terkompilasi,
dan terbukukan dalam bentuk utuh sebagaimana yang tersajikan di hada-
pan pembaca sekalian. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar
Muhammad saw. sang pembawa risalah Islamiyah.

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah
banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan
akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang
menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali
dilakukan, mulai dari yang paling kritis hingga yang paling moderat. Sudut
pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mu-
lai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi
dan produk halal. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terha-
dap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan be-
ragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku
ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing
melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari ber-
bagai sudut pandang.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for papers
untuk acara Annual Conference on MUI Studies ke-7, sebagai bagian dari rang-
kaian perayaan Milad MUI ke-48. Dalam rentang waktu hampir 4o tahun se-
jak berdirinya, MUI telah berperan penting dalam mengabdi untuk kepent-
ingan umat dan bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai khadimul



ummah dan shadigul hukumah yang memberikan bimbingan keagamaan
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, kon-
tribusi tersebut masih terbatas mengingat kompleksitas permasalahan yang
dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh
dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi tersebut, baik dalam
aspek substansi (madah), metodologi (kaifiyyah), maupun tata laksananya
(tharigah). Kegiatan ini juga sebagai otokritik kepada MUI agar lebih dapat
memberikan manfaat dalam pengabdiannya.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada ke-
dekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat sub-
tema, pertama analisis peran fatwa MUI dalam pengembangan ekonomi
syariah, kedua analisis fatwa MUI terkait agidah dan ibadah, ketiga analisis
fatwa dan peran MUI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan produk
halal, keempat adalah analisis peran fatwa MUI dengan subtema metodolo-
gi penetapan dan kelembagaan fatwa. Kami menyadari, bahwa kumpulan
tulisan ini masih banyak kelemahan. Walau demikian, atas terselesaikannya
buku ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak
pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah mem-
berikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang
telah melakukan review terhadap seluruh makalah yang masuk dalam call
Jor papers, dan para penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga,
dan pikirannya untuk mengikuti acara Annual Conference on Fatwa MUI
Studies ke-7.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat
dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman,
khususnya yang menjadikan fatwa MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffig lla Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2023

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
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LIVING FATWA FILANTROPI ISLAM DAN KEBIJAKAN PUBLIK:
STUDI FATWA MUI TENTANG ZAKAT DARI ERA ORDE BARU
HINGGA PASCA REFORMASI (1975-2022)

Moh. Mufid
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mofh. mufid@uin-suka. ac. id

Abstrak

Arikel ini bertujuan untuk membahas transformasi fatwa-fatwa filantro-
i Islam di Indonesia dalam regulasi pengelolaan zakat yang dihubung-
Ean dengan kebijakan publik. Problem daya paksa dan daya ikat yang
tidak dimiliki fatwa keagamaan seringkali menjadikan fatwa diabaikan
dalam kepentingan publik. Akan tetapi, fahva-éhva MUI tentang zakat
dari era Orde Baru hingga Pasca Reformasi menunjukkan kontribusi sig-
nifikan dalam menginspirasi norma-norma di dalam peraturan perun-
dang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh
karena itu, :1rti];ce¥r ini fokus pada studi tentang fatwa-fatwa zakat sebagai
representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam yang di-
hubungkan dengan kebijakan pub]ii Bagaimana fatwa filantropi Islam
bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (living) di Indone-
sia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam berupa
twa-fatwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan djﬂm menginter-
vensi lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang lahir
dari regulasi pengelufaan zakat di Indonesia merupakan “terjemahan”
dari norma fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan oleh Majgis Ulama
Indonesia {MU]}.A:E'umen artikel ini adalah fatwa-fatwa filantropi Islam
MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga era Pasca-reformasi ber-
fungsi menjadi dua pola: pertama, terkadang fatwa zakat menguatkan
kebijakan negara untuk kemaslahatan puhli%: (ta'yidi), kedua, menjadi
sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik {insyaT).
Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat menjadi a
tool af social control (alat kontrol sosial) dan a teol of social engineering
(alat rekayasa sosial) sekaligus, bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Living Fatwa, Filantropi Islam, Kebijakan Publik dan Zakat
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Pendahuluan

Studi tentang fatwa-fatwa di dunia Muslim secara umum dan Indonesia
secara khusus, bukanlah tema baru. Jika ditelusuri, sudah banyak literatur
yang ditulis para sarjana dan pemerhati kajian keislaman di Indonesia, baik
para sajana dalam negeri maupun luar negeri. Nama-nama semisal, Nico J.
G. Kaptein', M. B. Hooker®, Anna M. Gade?, Nadirsyah Hosen*, Syafiq Hasy-
im%, Moch. Nur Ichwan®, M. Asrorun Niam’ dan lainnya merupakan peneliti
bereputasi dalam mengkaji fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fat-
wa di Indonesia, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUTI).

Sementara itu, studi tentang fatwa-fatwa filantropi Islam juga sudah
dilakukan para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, beberapa penelitian ter-
kait tidak menghubungkan diskursus fatwa-fatwa zakat dengan kebijakan
publik dalam konteks Indonesia. Mayoritas peneliti tentang fatwa zakat se-
belumnya berkutat pada kajian historis dari aspek perkembangan fatwanya.
Misalnya, Widi Nopiardo yang mengkaji historitas fatwa zakat dari tahun
1982-20m,” Faisal yang mengkaji sejarah pengelolaan zakat di dunia mus-
lim dan Indonesia,” Erni Juliana Nasution mengkaji fatwa zakat MUI dalam

1 Baca karya-karya Nico ] G. Kaptein di antaranya: “The Voice of The Ulama: Fatwas and Ree
ligious Authority in Indonesia® Arch. De S¢ soc des Rel. 125 (2004), ngago; “The Mubimmat
al-Nafais: A Bilingual Meccan fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the
Nineteenth Century’, Jakarta: NISIS, wg7); “Meccan Fatwas From the End of the Nineteenth
Century on Indonesian Affairs, Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 4
Mo, 2 (1995), 141-160.

2 Baca, M. B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa (Honoe
lulu: University of Hawai Press, 2oo3).

3 Baca, Anna M. Gade, “Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Dawa®, World-
views, Vol 1g, No. 2, Special Issue: Religion, Nature and Globalization: Voices from the Archi-
pelago (2mpg), 161183 hitps: fwww jstor ong/stable/ 3800520

4 Baca, Nadirsyah Hosen, “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)"
Journal of Tslamic Studies, 15 (2)aq7-070 DO 1o, 10ga/jis/15. 2147

5 Baca, Syafig Hasyim, “Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUL Indonesian Ul
ema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam® TRaNS: Trans -Regional ard -Na-
tional Studies of Southeast Asia (2020, 8, 21-35 DO 10, 17/t 2019. 13

6 Baca, Moch. Nur Ichwan, “Ulamas, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,”
Tslamic Low and Society, Vol. 12, No. 1, (2005): 45- 72

7 Baca, M. Asrorun Niam Sholeh, *Towards a Progressive Fatwa: MUT's Response to the COVID-ag
Pandemic”, Afkom: fiormal fimu Syariak, Vol. 2o, No. 2 (zozo), DOL: 10015408/ ajis vaoiz, 17301 A
Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUT (Majlies Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul
Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency {OneGram )|, Al-Fhdkam: furnal Hukume dan Pranata
Sosial, Vol. 17, No. 2 (2oza).

8  Baca, Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat”, J[URIS: Jurnal lmiah
Syariah, Vol 16, No. 1 {za7).

g Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teord Investii
gasi Sejarah Charles Peire dan Defisit Kbenaran Lieven Boeve,” Analisis, Vol XI, No. 2 (Desem-
ber zomn).
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menjawab Isu-isu kontemporer,” Hilman Latief yang mengkomparasikan
fatwa-fatwa filantropi Islam yang diterbitkan lembaga-lembaga fatwa di In-
donesia, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persis."

Studi fatwa-fatwa filantropi Islam tentang zakat ini penting, paling ti-
dak karena tiga alasan. Pertama, zakat merupakan “instrumen fiskal” dalam
pemerintahan Islam di masa lalu, dan hingga saat ini di beberapa negara
Muslim. Sebagai instrumen fiskal, sehingga praktik zakat harus memiliki
regulasi dan standarisasi dalam implementasinya. Kedua, zakat merupakan
ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan sudah dipraktikkan
sejak masa generasi awal Islam yang terus mengalami dinamika dalam dis-
kursus pemikiran hukum Islam hingga saat ini. Ketiga, berkembangnya ob-
jek zakat seiring perkembangan zaman, sehingga praktik zakat mengalami
perubahan secara kontekstual sesuai perbedaan ruang dan waktu. Dalam
konteks inilah, diskursus zakat dalam literatur Islam klasik terkesan sangat
baku, tetapi “longgar” dalam praktiknya dari masa ke masa. Hal ini karena
zakat di negara-negara Muslim hingga kini masih menjadi praktik kultural
daripada kebijakan struktural.”

Oleh karena itu, artikel ini fokus pada kajian tentang fatwa-fatwa za-
kat sebagai representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam
yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Bagaimana fatwa filantropi
Islam bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (living) di In-
donesia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Argumen artikel ini
adalah bahwa fatwa-fatwa filantropi Islam MUI tentang zakat dari era Orde
Baru hingga era Pasca-reformasi berkontribusi besar dalam rancang-ban-
gun regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam konteks ini, fungsi fatwa menjadi beragam, bisa jadi menguat-
kan kebijakan negara untuk kemaslahatn publik (ta'vidi), menjadi menjadi
sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (insyat),
atau menjadi koreksi dan perbaikan pada kebijakan publik agar sejalan
dengan ketentuan hukum Islam (ishlahi). Dengan demikian, fatwa-fatwa
filantropi Islam MUI dapat berfungsi sebagai a tool of social control (alat
kontrol sosial) dan a tool of social engineering (alat rekayasa sosial) bagi ma-
13 Erni Juliana Al- Hasanah Nasution, “Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab [su-lsu Kontemporer”,

MAARIF, Vol. 16, Nou 2 (Desember zam).

u  Hilman Latief, Fatwa-Fatwa Filantropi Islame di Indonesia: Anotasi, Komparast don Kompilasi
(Yogyvakarta: UMY Press, 2o1g).

12 Studi Arskal Salim menunjukkan bahwa kebijakan politik keislaman pemerintah Belanda
tidak banyak berpengaruh pada tata kelola dan administrasi zakat pada era Kolonial Belanda,
Lihat, Arskal Salim, “The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on The Formation of Zakat
{ALMS) Law in Modern Indonesia,” Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 15, (z006), 683-701.
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syarakat muslim Indonesia. Di sinilah kontribusi fatwa-fatwa zakat men-
emukan elan vitalnya dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Fatwa dan Kebijakan Publik

Fatwa dalam terminologi Islam, merupakan salah satu produk pemikiran
hukum Islam. Fatwa dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau hasil
ijtihad atau ketetapan hulum.” Al-Jurjani dalam bukunya "al-Ta'rifat” me-
nyatakan bahwa fatwa berasal dari al-futya yang berarti jawaban terhadap
sesuatu yang problematik dalam bidang hukum.” Oleh karena itu, karak-
teristik fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon atau
tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat
umum (mustafti).* Sementara itu, otoritas ulama yang memberikan fatwa
disebut mufti.”®

Karakteristik fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga fatwa di Indo-
nesia, termasuk fatwa-fatwa tentang fikih zakat pada umumnya ditujukan
untuk memberikan justifikasi terhadap praktik fikih dengan menggunakan
dalil-dalil keagamaan. Meskipun tidak dipungkiri, bahwa diskursus fatwa
zakat untuk membangun dan mengembangkan gagasan baru sebagai in-
terpretasi dan kontekstualisasi fikih masih belum massif dilakukan. Hal ini
karena menurut Martin van Bruinessen, fatwa tradisionalis jarang bersifat
inovatif disebabkan kaum tradisionalis menolak ijtihad untuk menafsir-
kan ulang sendiri atas al-Qur'an dan Hadits.” Meskipun demikian, Micheal
Feener dalam tulisannya memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi
Masdar Farid Masudi dalam membangkitkan kembali wacana zakat dalam
konteks Indonesia modern.®

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ‘ormas semi pemerintah' yang
anggotanya terdiri atas kumpulan para ulama sebagai perwakilan ormas-
ormas Islam di Indonesia memiliki kontribusi dalam melahirkan fatwa-fat-

13 Menurut M. Atho Mudzhar, ada empat ada empat jenis produk pemikiran hubum Islam, yaitu
peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa
ulama. Lihat, M. Atho' Mudzhar, Memboca Gelombang [jtdhad: Antora Trodisi don Liberasi (Yo-
gvakarta: Titian [lahi Press, 1998, 127,

14 All bin Muhammad Aba Hasan al-Jurjani, al-Ta'rifit (Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyah, t. th), 2.

15 M. B Hooker, Indonesian Isfam: Social Change Through Contemporary Fatawd (Honolulu, Ha-
wali: University of Hawai Press, 2oo3), 1.

16 Nico | G. Kaptein, Fatwas in Indonesio. Kata pengantar editor untuk furnael fslamic Low and
Society, Vol. 12, No. 1 (zo05), 1

17 Martin Van Bruinessen, NUT Tradisi-tradisi, Relosi Kuasa, dan Pencarion Wacena Baru (Yogya-
karta: LKi5, wgg4), 2m13-2014.

18 Michael F. Feener, Mustim Legal Thought in Modern Indonesio (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, zoo7), go.
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wa filantropi Islam. Karakteristik fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI,
biasanya mewakili kepentingan pemerintah dan juga kaum Muslim secara
umum. Hal ini kerena, secara politis, MUI diklaim memiliki otoritas ke-
agamaan yang lebih kuat dan berpengaruh dalam melahirkan fatwa-fatwa
otoritatif sehingga produk hukum MUI dapat menjadi rujukan pemerintah
dalam pengambilan kebijakan publik.”

Tidak dipungkiri, bahwa MUI memiliki pengaruh besar dalam kebi-
jakan publik pemerintah. Kebijakan publik yang ditetapkan melalui hukum
positif menjadikan fatwa MUI sebagai salah satu sumber dan pertimban-
gan dalam menetapkan pasal demi pasal regulasi hukumnya. Misalnya, Per-
aturan Presiden Nomor 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk
Biologi dan Alat Kesehatan yang diterbitkan pada 19 Januari 2023 banyak
dipengaruhi norma-norma yang diatur dalam fatwa-fatwa MUL

Misalnya, dalam Pasal g Perpres ini mengatur bahwa produk harus
tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan
atau memuat pornografi serta tidak memiliki karakteristik/profil senso-
ris yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram
berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.*” Di samping itu,
pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan ke-
masan yang digunakan dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama,
dan gambar yang tidak menyesatkan; serta dikemas dan diberi label dengan
tidak melanggar prinsip syariat Islam.™

Sementara itu, Pasal 6 angka (5) huruf (g) mengatur bahwa bahan
berupa alkohol/ etanol dapat digunakan selama alkohol/etanol tersebut ti-
dak berasal dari industri khamar yang secara medis tidak membahayakan
dan tidak disalahgunakan. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor
4 Tahun zoo3 tentang Standardisasi Fatwa Halal** dan Fatwa Nomor n Ta-
hun zoog tentang Hukum Alkohol.= Dari sini jelas, bahwa fatwa-fatwa MUI

19 Hilman Latief, Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia: Arotasi, Komparast, dan Kompilast
(Yogyvakarta: UMY Press, 2o1g), 14

20 Ada dua fatwa MUI yang terkait dengan hal ini, yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor g4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Ben-
tuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Lihat, https://mui. oc id/wp-
content{uploadsfles /fatwa Standa risasi-Fatwa -Halal. pdf dan

z1  Lihat, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2ozg tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi,
dan Alat Kesehatan, Pasal g ayat (1) huraf b, ¢, dan d. diakses 1 Juli 202z, hitps: | Dsosw regulasip,
id/book/zomo/read

2z Lihat, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun aoog tentang Standardisasi Fatwa Halal dialses 1 Juli 2oz,

2g Lihat, Fatwa MUI Nomor n tahun 200 tentang Hukum Alkohol diakses 1 Juli 2023, https:/ /mui.
I, -“| ]!E[:I-I::II:II'I:II “FI[ a i ih‘l 5 i t!f a II Ii I]:I-E“E:Ih[l p[li
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dapat memberikan inspirasi dalam kebijakan publik berdasarkan norma-
norma Islam yang menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam konteks kehidupan keberagamaan di era Pandemi COVID-1g,
fatwa MUI juga berperan penting dalam mendukung kebijakan publik nega-
ra tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Majelis
Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan keagamaan melalui fatwa
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri
Saat Pandemi COVID-1g. Salah satu yang diatur dalam fatwa ini adalah ke-
tentuan shalat Idul Fitri di rumah. Untuk kepentin- gan mencegah potensi
penularan COVID-1g, shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan
berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), teru-
tama yang berada di kawasan penyebaran COVID-1g yang belum terkendali
saat itu™

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa beberapa fatwa MUI ber-
transformasi menjadi bentuk kebijakan publik, baik yang bersifat regulatory,
kebijakan substantif, maupun prosedural. Dalam kajian Niam, menunjuk-
kan adanya pola yang beragam dalam proses transformasi tersebut. Hanya
saja, arus utama bentuk transfomasinya sesuai paradigma simbiotik yang
meneguhkan relasi agama dan negara secara harmonis, dan saling mendu-
kung, kecuali beberapa dinamika yang menggeser paradigma tersebut.*

Di sinilah urgensi fatwa MUI dalam upaya memberikan panduan ke-
agamaan kepada umat Muslim di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI dapat dijadi-
kan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui
proses kanunisasi fatwa (tagnin). Fatwa MUI dianggap mewakili pandan-
gan mayoritas umat Islam Indonesia. Tidak heran, jika pemerintah melalui
(BAZNAS) selalu menjadikan fatwa-fatwa zakat MUI sebagai rujukan dalam
implementasi pengelolaan zakat secara nasional.

Fatwa Zakat di Indonesia: Kontribusi MUI dari Era Orba hingga Pasca Re-
formasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rentang waktu dari 1982-zoz22, jum-
lah fatwa yang telah diterbitkan yang berhubungan dengan zakat sebanyak

24 Lihat, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun zozo l\LI'.Itd.l'IE P‘Elnr]ucm Kd.lh.:lt Tulcblr Dan Shd.lElt Idul Fltn
Saat F'El:ndLml Cowid-1g, diakses 1 jull 2025

vid-1g. pef
25 M. Asrorun Niam Saleh, *Orasi fmioh Pidato Pengufuhan Gure Besar Living Fafwa: Tronsfor-
masi Fatwa dolame Perilofu dan Kebijokan Publik di Era Milenial " Rabu 2z Februan zozs, 4.
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22 fatwa. Beberapa fatwa tersebut akan diuraikan secara detail dan substan-
tif berdasarkan periodesasi dalam perjalanan MUI sebagai lembaga fatwa
yang memiliki otoritas keagamaan dalam memberikan pandangan hukum
Islam (legal opinion) melalui fatwa otoritatif bagi masyarakat Muslim di In-
donesia.*

Fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI kendatipun tidak bersifat “mengi-
kat" bagi masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi tidak dipungkiri dapat
menjadi pedoman dalam kehidupan keberagamaan dalam konteks Indo-
nesia. Hal ini karena, fatwa MUI menjadi bagian yang sangat penting dalam
kehidupan sosial keagamaan. Bahkan, Kaptein dalam penelitinnya me-
nyatakan bahwa otoritas keagamaan dalam suatu masyarakat dapat diben-
tuk melalui fatwa.*” Di sini urgensi fatwa bagi masyarakat muslim tidak
dapat dipisahkan dari otoritas keagamaan.

Fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan diskursus zakat dari
masa ke masa dapat diuraikan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Fatwa Zakat di Era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, bahwa MUI lahir pada tahun 1975, akan tetapi,
jika dilacak lebih jauh, fatwa zakat baru diterbitkan pertama kali oleh
MUI pada tahun 1g82. Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tang-
gal 26 Januari 1982 menetapkan fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan
zakat. Secara substantif, fatwa ini menegaskan bahwa penghasilan dari
jasa dapat dikenakan wajib zakat apabila sampai nisab dan haul. Un-
tuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, harta yang tidak dapat
dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infak atau se-
dekah yang diatur pungutannya oleh wulil amri yang wajib ditaati oleh
umat Islam berdasarkan kemampuan masing-masing.*

Pada tahun yang sama, sidang Komisi Fatwa MUI yang dilak-
sanakan pada tanggal 2 Februari 1982 menetapkan fatwa lagi tentang

zfi Otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan panduan hukom [slam telab
berkontribusi dalam kehidupan sehari-har bagi masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun,
lembaga fatwa ini dalam perjalananmya mengalami pasang-surut dan pergeseran orientasi di-
mana era orde baru dan pasca reformasi kecenderungan pemikiran MUI oleh sebagian penel-
iti dianggap terjadi kemunduran karena lebih konservatif, Lihat, Moch, Nur [chwan dan Nina
Mariani Noor, “Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)" dalam Noorhaidi (ed), Ulama dan
Negara-bangsa: Membaca Masa Depan fslom Politik di Indonesio (Yogyakarta: PusPIDeF, 2og),
73

z7 Nico [ G. Kaptein, “The Voice of the ‘ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia®, Ar-
chives de Siences Socinles Des Religions, Vol. 4ge, No. 125 (2004),15.

28 Lihat, Fatwa MUI tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanasn Zakat, d

(111 Ll RO T ALODSLOKAS -

iakses 1 Juli zozzg.
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hukum mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan ke-
maslahatan umum. Secara umum, substansi fatwa menetapkan bahwa
zakat yang diberikan kepada fakir miskain dapat bersifat produktif dan
dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarutkan untuk keperluan
maslahah ammah (kepentingan umum).*

Masih di era pra-reformasi, tepatnya tahun 1996 Komisi Fatwa
MUI telah bersidang yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari
1996 yang dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1996 menetapkan fatwa
tentang pemberian zakat untuk keperluan beasiswa. Pada fatwa ini,
Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa memberikan uang zakat untuk
keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya
adalah sah karena termasuk kategori dalam ashnaf fi sabilillah. Keten-
tuan-ketentuan penerima beasisawa dari dana zakat adalah peserta di-
dik yang memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi kalangan yang
kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat
bagi bangsa Indonesia.*” Dengan demikian, Komisi Fatwa MUI selama
masa Orde Baru atau era Pra-reformasi telah menerbitkan tiga fatwa,
yaitu: (1) fatwa intensifikasi pelaksanaan zakat; (2) fatwa pendistribu-
sian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dan
(3) fatwa pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

Fatwa Zakat di Era Pasca Reformasi
a. Masa Pra-Pandemi

Era reformasi diasumsikan sebagai era kebebasan dimana pub-
lik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan
perubahan-perubahan mendasar dalam dimensi sosial-politik
masyarakat Indonesia. Pada era pasca reformasi ini, Komisi Fatwa
MUI, berhasil menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun zoo3 tentang Za-
kat Penghasilan. Secara substantif, MUI menjelaskan bahwa semua
bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat
telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram
dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar z, 5%.*

Bandingkan, M. Maulana Asegaf, “Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasarufkan

Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Perspektit Yosuf Qarad-
hawi), Management of Zakah and Wagf Journal {(MAZAWA), Vol. 2, No. 1 (September 2oza).
Lihat Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beaa
siswa No. Kep. 1zo MU/ 1996

Lihat, Fatwa MUI No. 3 Tahun 200y tentang Zakat Penghasilan diakses 1 Juli 2023, https) imui.
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Pada tahun yang sama (2003), Komisi Fatwa MUI menerbitkan
Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tengan Penggunaan Dana Zakat untuk
Investasi (istismar). Ketentuan investasi dana zakat tersebut harus
memenuhi beberapa syarat, di antaranya: disalurkan pada usaha-
usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku;
usaha yang yang dapat memberikan keuntungan atas dasar studi
kelayakan; usaha yang diawasi oleh pihak-pihak yang kompeten; di-
lakukan oleh institusilembaga yang profesional dan dapat dipercaya
(amanah); izin investasi diperoleh dari pemerintah dan wajib meng-
gantinya jika terjadi kerugian atau pailit; tidak ada fakir miskin yang
kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat
harta zakat itu diinvestasikan; dan pembagian zakat yang diakhir-
kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.*

Selanjutnya, pada tahun 2009 berdasarkan hasil Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang diselenggarakan pada 26
Januari 2009 menetapkan fatwa tentang Masalah yang terkait den-
gan Zakat. Hasil pembahasan dalam Komisi B1 Ijtima Ulama Komisi
Fatwa MUI se-Indonesia Il tentang masalah-masalah fikih kontem-
porer (masdail fighiyah mudashirah) tersebut, ditegaskan lagi dalam
Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2on tentang Amil Zakat.®

Fatwa MUI tentang amil zakat di atas, secara spesifik menga-
tur tentang definisi, syarat-syarat, tugas amil zakat secara lebih tegas
dan jelas. Amil dalam fatwa ini adalah seseorang atau sekelompok
vang diangkat oleh Pemerintah atau yang dibentuk masyarakat dan
disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah za-
kat. Sementara itu, tugas Amil meliputi tiga aspek: penarikan atau
pengumpulan zakat, pemeliharaan atau pengelolaan zakat dan
pendistribusian zakat.

Pada tahun zomn, terbit lagi Fatwa MUI Nomor 13 tahun zon

32 Lihat, Fatwa MUI No. 4 Tahun zoog tentang Pengounasn Dana Zakat untuk Investasi {istismar)
diakses 1 Juli 2oz, https:/mui. or id_Iw;r-::unu:.utIuplmdﬂﬁlLﬁIIamaIm -Penggunaan-Nana-

Lakat-Untuk-[stitsmar-Investasi, pdf
Lihat, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2on tentang Amil Zakat diakses 1 Juli 2oz, https:/mui. o jd/

Dalam fatwa tersebut juga diatur tentang hak amil. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari
negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari
dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari
negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dar dana zakat yang menjadi bagian
Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Lihat, Libat, Fatwa MUI No. & Tahun 2om

tentang Amil Zakat diakses 1 Juli zozg. https://mui. or idiwp-content/uploads/Gles fatwa MNao,
=nf-Amil-Zakat, pudf
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tentang Hukum Zakat atas Harta Haram. Secara substantif, fatwa
ini mengatur ketentuan harta yang wajib dibayar zakatnya. Dalam
konteks ini, MUI menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari
harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Oleh
karena itu, harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Selain itu,
MUI menegaskan bahwa kewajiban bagi pemilik harta haram bu-
kan membayar zakat, tetapi bertaubat dan membebaskan tanggung
jawab dirinya dari harta haram tersebut.

Pada tahun yang sama (2on), Komisi Fatwa MUI selanjutnya
menerbitkan Fatwa Nomor 14 tahun zon tentang Penyaluran Harta
Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.® Secara substantif fatwa ini
menjelaskan hukum keabsahan penyaluran harta zakat dalam ben-
tuk aset kelolaan dengan beberapa ketentuan berikut: pertama, ti-
dak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima
harta zakat; kedua, manfaat dari asset kelolaan hanya diperuntuk-
kan bagi para mustahiq zakat dan ketiga bagi selain mustahiq zakat
dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi
para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar
untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.=

Komisi Fatwa kembali menerbitkan fatwa tentang penari-
kan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat pada tahun zom.
Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2zon ini menegaskan bahwa amil ha-
rus melakukan penarikan zakat secara aktif* Pemeliharaan zakat
merupakan tanggung jawab amil hingga didistribusikannya dengan
prinsip yad al-amdanah.” Pada fatwa ini juga membahas ketentuan

g5 Lihat, Fatwa MUI No. 13 Tahun zon tentang Hulkum Zakat atas Harta Haram diakses 1 Juli zozg.

36 Aset kelolaan di sini vang dimaksud adalah sarana dan/atau prasarana vang diadakan dari hare
ta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat,
sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. Lihat Fatwa MUI Noo 14 Tahun
zom tentang PI.‘J.'I}"EIJ.LLI.’HTL Harta Z.a.kat dalam Bentuk z’l.sr_'t Kelolaan diakses 1JuI'L 301;.;. J;q,tr,pﬁ;.f,f

37 Lihat Fatwa MUI No. 14Tuhu.n 201 tht.ung PLI'.I!."dlLlI'E]'l IIErt.El Eakdt dd.lH]'.I.'l Bentuk J’l.x-Lt Keloa
laan diakses 1 Juli 2003, ]

Harta-Zakat-dlm-Bentuk-Aset-Kelolaan, pdf
38 Lihat Fatwa MUI No. 12 Tahun zon tht.ung Prl.rlEu'llt.unr PLml.J.ll'ld.l’HE]‘l dan PLJ.'I}'E'IJ.EI.I‘.I |IEH.d.
Zakat diakses 1 Juli zoz3. ;

Emdlhamn.dm:.&n;ﬂumﬂd;hlﬂkﬂprlF
135 Yang dimaksud dengan yad al-amanah adalsh jika amil telah melaksanakan tugasnya dengan
baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atan kehilangan maka amil tidak dibe-
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penyaluran harta zakat dari amil ke amil lainnya belum dianggap se-
bagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada
para mustahiq zakat.

Fatwa tersebut, juga membahas yayasan atau lembaga yang
melayani fakir miskin dapat (dibolehkan) untuk menerima zakat
atas nama fisabilillah. Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga mengatur
penyaluran zakat mugayyadah.* Jika dalam distribusi dana zakat
mugayyadah tersebut membutuhkan biaya tambahan, maka Amil
dapat memintanya kepada mustahik. Namun, jika penyaluran zakat
mugayyadah tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat
mugayyadah itu berada pada pola distribusi Amil, maka Amil tidak
boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Pada tahun 2015, MUI menyelenggarakan Musyawarah Na-
sional yang berhasil menetapkan Fatwa Nomor oo1/MUNAS-IX/
MUI/z2m5 tentang Pendayagunaaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan
Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Ma-
syarakat. Ketentuan kebolehan pendayagunaan harta zakat untuk
penyediaan sarana air bersih dan sanitasi ini merupakan implemen-
tasi dari hifz al-nafs yang menjadi tujuan syariat Islam. Oleh karena
itu, pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk
pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dibolehkan sepanjang
untuk kemaslahatan umum.*

Selanjutnya, ada fatwa MUI yang diterbitkan pada tahun
2018. Hasil sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer
membahas beberapa topik, yaitu: zakat mal untuk bantuan hukum;
tanggungjawab dan wewenang ulil amri dalam pelaksanaan kewa-
jiban pembayaran zakat, membayar zakat penghasilan sebelum ter-
penuhinya syarat wajib, dan objek zakat penghasilan. Secara sub-
stantif, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI ini

bani tanggunyg jawab penggantian. Fatwa MUI No. 12 Tahun zon tentang Penarikan, Pemeli-
haraan dan Penyaluran Harta Zakat diakses 1 Juli 2oz, https:/mui. o id wp-content/uploads/

40 Yang dimaksud dengan zakat mugoayadoh adalah zakat yang telah ditentukan mustahig-nya
oleh muzakki, baik tentang asnaf, orang perorang maupun lokasinys. Fatwa MUI No. 12 Tahun
2ot t‘LI‘.Itd.nE Penarikan, Pemeliharaan dan F'L:I'l}"ﬂlu]‘d.l‘l IIEI]'td. Eakat r]ldksu_s 1Ju|:| :amq.; hﬂp;.ﬂ_

Hﬂ:liﬂ_zd.kdl._pﬂ[
qu Lihat, Fatwa MUI Nomor oo MUNAS-IX/MUI{2m5 tentang Pendayagunasasn harta Zakat,
Infag, Sll_dl.kd.h dun Wdlc.ul' u.ntu.k F'Lmbangun.un S.dran.u ﬂlr Br_mlh dan San:ltdal d.lHk.‘:l."b 1 ]ul]
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menegaskan fatwa-fatwa MUI sebelumnya tentang zakat penghasi-
lan (tahun 1982) yang lebih detail, mengatur tentang membayar za-
kat sebelum mencapai nishab dan hukum titipan zakat penghasilan
sebagai titipan pembayaran zakat, mempertegas objek zakat peng-
hasilan dan penggunaan dana zakat untuk advokasi hukum.*

Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam yang diter-
bitkan oleh Komisi Fatwa MUI di era Pasca-Reformasi tidak hanya
kelembagaan zakat melalui institusi Amil yang bertugas melakukan
penarikan dan pengelolaan zakat, tetapi juga sebagai pedoman sub-
stantif dalam distribusi zakat secara professional dan progresif. Pada
era reformasi ini, Komisi Fatwa MUI telah menerbitkan 12 fatwa ten-
tang zakat, di antaranya: zakat penghasilan, penggunaan dana zakat
untuk investasi, amil zakat, zakat atas harta haram, fatwa penarikan,
pemeliharaan dan penyaluran harta zakat, fatwa penyaluran harta
zakat dalam bentuk aset kelolaan, fatwa pendayagunaan harta za-
kat untuk pembangunan zarana air dan sanitasi, fatwa dana zakat
untuk bantuan hukum, fatwa wewenang ulil amri dalam pelasanaan
zakat, fatwa objek zakat penghasilan.

b. Fatwa Zakat di Era Pandemi

Era Pandemi merupakan era produktif MUI dalam menerbitkan fat-
wa-fatwa yang merespons problematika hukum Islam terkait situ-
asi wabah COVID-1g.#* Studi M. Asrorun Niam menunjukkan bah-
wa minimal ada empat karakteristik fatwa MUI tentang sikap dan
perilaku beragama selama Pandemi COVID-1g9. Pertama, fatwa hu-

42 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan [jtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 28
diakses 1 Juli 2oz, : L. or id/wp-conte el (fles

43 Di antara fatwa-fatwa yang diterbitkan terkait kondisi Pademi adalah sebagai beribkut: Fatwa
MUI Nomor 31 Tahun zozo Tentang Penyelengearaan Shalat Jumat dan Jamaash untuk Mence-
gah Penularan Covid-1g, Fatwa MUI No 28 Tahun zozo Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan
Shalat Idul Fitri Saat Covid 15, Fatwa No 23 Tahun zozo tentang Pemanfaatan Harta Zakat, In-
fak, Sedekah untuk Penangulangan Wabah COVID-1g dan dampakmya, Fatwa No 18 Tahun zozo
tentang pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhizul al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-g,
Fatwa No 17 Tahun 2ozo tentang Pedoman kaihat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai
Alat pelindung Diri (ADP) saat Merawat dan menangani Pasien COVID-1g, fatwa Nomor 14
tahun zozo tentang Penyelengraraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah COVID-1g, Fatwa
Nomor 13 Tahun 2om tentang Hukum Vaksinasi Covid-1g Saat Berpuasa, Fatwa Nomor 14 Ta-
hun 2oz tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-ig Produk Astrazeneca, Fatwa MUI RO 36
tahun zozo tentang Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan Kurban saat wabah COVID-1g
dan fatwa lainnya.
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kum tentang COVID-19 memiliki penalaran logis yang sejalan den-
gan nasihat paramedis; kedua, fatwa hukum tentang COVID-1g seja-
lan dengan kepentingan politik pemerintah mengenai pembatasan
fisik dan sosial; ketiga, fatwa hukum tentang COVID-19 mengakhiri
stigma negatif terhadap peran politik aktor agama; dan keempat,
fatwa hukum menunjukkan semakin meningkatnya peran kiai dari
calo budaya menjadi pelaku ilmu hukum Islam.*

Dalam konteks ini, Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa No-
mor 23 tahun 2020. Fatma ini berisi tentang pemanfaatan harta za-
kat, Infag, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-1g dan
dampaknya.*s Fatwa yang ditetapkan pada 16 April 2o2o ini berisi
tentang beberapa hal diantaranya: Pertama, pemanfaatan harta za-
kat untuk penanggulangan wabah COVID-1g dan dampaknya, huk-
umnya boleh dengan ketentuan bahwa pendistribusian harta zakat
kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan bahwa pener-
ima termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat.
Selain itu, ketentuan yang ditetapkan MUI adalah bahwa harta za-
kat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan
pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan
kebutuhan penerima zakat. Kedua, zakat mal boleh ditunaikan dan
disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh apa-
bila telah mencapai nishab. Ketiga, zakat Fitrah boleh tunaikan dan
disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul
Fitri. Keempat, kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan
dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat di-
peroleh melalui Infaq, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.

Fatwa zakat lainnya yang juga dibahas pada era Pandemi ini
adalah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Ta-
hun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer. Pada forum tersebut
menghasilkan tiga fatwa yang berhubungan dengan zakat: Fatwa
Zalkat Perusahaan, Fatwa Zakat Saham dan Zakat dalam bentuk
al-Qardh al-Hasan. Secara substantif, fatwa ini menjelaskan bahwa
kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dike-

44 M Ahmrun h:dm Sholeh, Tu-v.-urds a Prugp'uswr_ Fdh'.u MUT's Rth-u-mL to the Cﬂ‘l.l’l[} -1 Pann

I..IJ.'IHT... Llh.ut Fatwa MUI Nomor 23 t.uhun 2000 untang Pl.mdnhmtdn Harta Zakat, Infak, dan
Shadagah untuk Penanggulangan Wabah Covid-1g dan dampaknya, diskses 1 Juli 2023, https]
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luarkan zakat. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasar-
kan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebe-
lum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan
(dividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai
keperluan lainnya.” Sementara zakat saham dibedakan cara pem-
bayaran zakatnya, jika saham dimaksudkan untuk diperjualbelikan,
maka mengikuti ketentuan zakat perdagangan. Jika saham yang di-
miliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang maka disesuai-
kan dengan jenis sahamnya. “Adapun zakat dalam bentuk gardh
hasan, Komisi fatwa menetapkan keabsahannya dengan beberapa
ketentuan.*

c. Fatwa Zakat Pasca Era Pandemi

Pasca era Pandemi, Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa yang
berhubungan dengan hukum zakat atas barang yang digadaikan
yang ditetapkan pada 19 Oktober 2022, Isu ini muncul sebagai re-
spons atas maraknya praktik gadai terhadap barang miliki, sehingga
meskipun secara kepemilikan tidak berpindah, akan tetapi pihak
yang menggadaikan hartanya tidak memiliki keleluasaan secara be-
bas untuk tasharuf terhadap harta yang digadaikan. Dalam konteks
ini, Majelis Ulama Indoensia memandang perlu untuk menetapkan
fatwa tersebut.

Secara substantif, Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang
Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan menjelaskan tentang ke-
wajiban pemilik harta yang digadaikan untuk membayar zakat. Hal
ini karena pada dasarnya, barang yang digadaikan statusnya tetap
dimiliki oleh pemiliknya (rahin). Oleh karena itu, barang yang diga-
daikan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat: (1) termasuk kat-
egori harta yang wajib dizakai (al-amwal al-zakawiyah); (2) menca-
pai nishab (termasuk Ketika ditotal dengan harta sejenis yang tidak

46 Lihat, Keputusan [jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2o21 tentang Masalah

Fikih Kontemporer, diskses 1 Julizozg. hitps://pid. basnas. go. id/wp-content fuploads fzozafong/

47 Thid

48 Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan hukumnya boleh atas dasar kemasla-
hatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikout: (1) Penerima dana zakat termasuk
mustahik zakat; (2) Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha; (3) Pihak amil haros selek-
tif dalam menyalurkan dana zakat; (4) Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang
diterima; (5) Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatub tempo, ditang-
puhkan waktunya,
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digadaikan); dan (3) memenuhi syarat haul pada harta yang memer-
lukan syarat hawalan al-haul*

Pada tahun yang sama (2o02z2), Komisi Fatwa MUI juga mener-
bitkan fatwa tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah.
Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2o22 ini menjelaskan teknis pelaksa-
naan zakat fitrah meliputi hukum membayar zakat fitrah dengan
uang (gimah), hukum menyegerakan pembayaran zakat fitrah dan
batas waktu pendistribusiannya. Fatwa ini juga menegaskan bahwa
zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan ke-
pada panitia untuk dibelikan makanan pokok.*

Fatwa lain, adalah fatwa MUI Nomor 66 Tahun 202z tentang
Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan
Dampaknya. Fatwa ini secara substantif menegaskan bahwa harta
zakat dapat (boleh) dimanfaatkan untuk penangulangan bencana
dan dampaknya pada masa pemulihan bencana. Oleh karena itu,
pendidtribusian harta zakat kepada mustahik yang terdampak ben-
cana dapat bersifat produktif sebagai stimulus kegiatan sosial eko-
nomi fakir miskin dan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan
bagi kemaslahatan umum.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI
tentang zakat dari era Orde Baru, era reformasi hingga era Pande-
mi dan Pasca Pandemi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk
fatwa yaitu: Pertama, fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan
sumber zakat yaitu meliputi fatwa tentang zakat penghasilan (fat-
wa MUI Nomor 3 Tahun zoo3) dan fatwa tentang hukum zakat atas
harta yang haram (fatwa MUI nomor 13 Tahun 2on) dan fatwa atas
barang yang digadaikan (Fatwa Nomor 67 Tahun zo022), fatwa zakat
perusahaan (Keputusan Ijtima Ulama zoz21), dan fatwa zakat saham
(Keputusan [jtima Ulama 2o21). Kedua, fatwa-fatwa MUI yang ber-
hubungan dengan para pihak yang berhak menerima zakat (al-asnaf
al-tsamaniyah), yaitu meliputi fatwa tentang amil zakat (fatwa MUI

4y Lihat, Fatwa MUI Nomor G7 Tahun 2022 tl.nta:ng Hukum Zakat d.hlb Edrung yanﬂ D]g&ddlk.ul‘.l
d.IEll'L'ﬂ_b 1 Juli zozg. L

Hukum Zak B Dlgadail | .
5o Lihat, Fatwa MUI Lumur 5_5 Tuhun 2002 tentang IIukum Magalah-masalah terEut IEkd.T. Fltrul'l
diakses 1 Juli ..!UZL-L

Bl Lll'mtr Fatwa MUI N:Jm.ur IE'ETEhun 202 tht.ung Pemanfaatan harta Zakat untuk Penanggulana
gan Bencana dan ]3'¢1m]:ln.ul:.n_q.lslr diakses 1ju|| 2OxL mmmmmﬂ
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nomor 8 tahun 2on) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk bea-
siswa (Fatwa MUI Nomor Kep-120/MUI/II/1996).

Ketiga, fatwa-fatwa MUI tentang pengelolaan harta zakat,
misalnya fatwa MUI tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa
Tahun 1982}, fatwa tentang mendistribusikan dana zakat untuk keg-
iatan produktif dan kemaslahatan umum (Fatwa tahun 198z2), fatwa
MUI tentang penggunaan zakat untuk investasi (Fatwa MUI Nomor
4 tahun 2003), fatwa MUI tentang masalah zakat kontemporer me-
liputi definisi, tugas, dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, za-
kat perusahaan dan sebagainya (Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Il Tahun 200g), fatwa MUI tentang
penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (Fatwa MUI
Nomor 15 Tahun zon), fatwa MUI tentang dana zakat untuk ban-
tuan hukum (Keputusan Komisis Fatwa 2018), fatwa MUI tentang
pemanfaatan harta zakat, Infaq, dan sedekah untuk penanggulan-
gan wabah Covid1g dan dampaknya (Fatwa MUI Nomor 23 tahun
2020), fatwa zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan (Keputusan
ljtima Ulama 2021), fatwa MUI tentang harta zakat yang digadaikan
(Fatwa MUI Nomor 67 Tahun zoz2z), fatwa zakat fitrah (Fatwa MUI
Nomor 65 tahun zo22) dan fatwa untuk penanngulangan bencana
(Fatwa MUI Nomor 66 tahun zozz2).

Living Fatwa Filantropi Islam dan Anotasi Kebijakan Publik di Indonesia

Living fatwa dapat dimaknai sebagai upaya menghidupkan dan mengha-
dirkan fatwa sebagai panduan bagi masyarakat serta menjadikannya hidup
dalam perilaku yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.
Untuk menjadikan fatwa hidup di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan
produk fatwa yang adaptif dengan kondisi, budaya, dan termasuk mazhab
keagamaan yang diikuti oleh masyarakat. Hal ini karena fatwa merupakan
produk interaksi antara produsen fatwa (mufti) dengan lingkungan sosial,
budaya, ekonomi, dan poltik yang mengelilinginya. Oleh karena itu, fatwa
harus kontekstual sebagai jawaban atas dinamika yang muncul di masyara-

kat dalam perspektif hukum Islam.*

Dalam orasi ilmiahnya, Niam menegaskan terkait prinsip penetapan
fatwa agar hidup di masyarakat harus mengadopsi pendekatan perumusan
hukum yang memiliki karakteristik berikut: luwes (murinah), implementa-

52 M. Asrorun Niam Saleh, *Orasi [imich Pidoto Pengubufan Guru Besar Living Fafwo: Transfor-
muasi Fatwa dalam Perilabku dan Kebijaban Publit oi Era Mileriol” Rabu 22 Februari aoaz, 43.
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tif (tatbigi), visioner (mustagbaliyah), ilmiah (manhaji), nalar-kritis (tafkir-
naqdy) dan gerak-dinamis (harakah-tathawuriyah).® Dalam konteks fatwa-
fatwa filantropi Islam yang diterbitkan MUI selama kurun waktu 1g8z2-z0z22
menunjukkan bahwa secara substantif memiliki karakteristik tersebut, se-
hingga MUI mampu memberikan kemudahan, solusi dan berdampak sig-
nifikan bagi kemaslahatan publik.

Secara politis, fatwa-fatwa filantropi Islam di era Orde Baru berdam-
pak pada legislasi (tagnin) norma-norma hukum terkait pengelolaan zakat
yang progresif sebagaimana MUI di era tersebut telah menerbitkan tiga
fatwa zakat tentang intensifikasi pelaksanaan zakat, tasaruf zakat untuk
produktif dan kemaslahatan umum, serta fatwa zakat untuk beasiswa. Ke-
tiga fatwa ini mendorong sekaligus memperkuat cita-cita bangsa Indone-
sia yang tertuang di dalam konstitusi, yakni “...memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". Selain itu, fatwa dana za-
kat untuk usaha produktif telah diadopsi dalam UU No 23 Tahun 20n pada
Pasal 2z, 27 (1) dan (2), 30, 32 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018
tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. * Demikian halnya,
norma-norma fatwa zakat untuk beasiswa juga terakomodir dalam Per-
aturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendaya-
gunaan Zakat, khususnya pada Pasal z ayat (7c) dan Pasal 4 ayat (z).

Sementara itu, fatwa-fatwa zakat yang diterbitkan pada era Pasca Re-
formasi (sebelum wabah COVID-1g9), MUI sudah menerbitkan n fatwa™ yang
juga berkontribusi dalam penguatan regulasi pengelolaan zakat di Indone-
sia. Misalnya, Fatwa MUI Nomor 8 tahun zon tentang Amil Zakat telah di-
adopsi dalam UU Nomor 23 Tahun zon Pasal 7, PP No 14 Tahun 2014 Pasal 7,
Permenag No. 3o tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota
Badan Amil Zakat Nasional Pasal 3. Hal yang sama, fatwa tentang dana za-
kat untuk investasi juga diadopsi dalam Pasal 27 (2) UU No. 23 Tahun 2omn.

53 Mhid

54 Lihat, Uundang-Undang Nomor 23 tahun zon tentang Pengelolaan Zakat, diakses 1 Juli zoz2g.
hitps://peraturan, bple go.id/HomeDetails (3ge67 fun-no-zg-tabhun-zon

55 Fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai berikut: Fatwa Nomor 3 Tahun zoog tentang Zakat Pengg
hasilan, Fatwa Nomor 4 Tahun 2oo3 tengan Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi, Fatwa
MUI Nomor 8 tahun 2om tentang Amil Zakat, Fatwa MUl Nomor 13 tahun zon tentang Hukum
Zakat atas Harta Haram, Fatwa Nomor 14 tahun 2om tentang Penyvaluran Harta Zakat dalam
Bentuk Aset Kelolaan, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun zom tentang penarikan, pemeliharaan dan
penyaluran harta zakat, Fatwa Nomor ooy MUNAS-IX/MUIf2m5 tentang Pendayagunasan
harta Zakat, Infag, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
bagi Masyarakat, Keputusan [jtima Ulama Se-Indonesia tentang fatwa zakat mal untuk bantu-
an hukum, tanggungjawab ulil amri dalam pelaksanasn pembayaran zakat, zakat penghasilan
sebelum nishab terpenuhi, objek zakat penghasilan.
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Selanjutnya, norma fatwa Nomor oo01/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pen-
dayagunaaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat juga diiterjemahkan dalam
substansi Pasal 3 UU No 23 tahun 2on dalam pasal tujuan pengelolaan zakat.
Demikian halnya, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa tentang Tanggung-
jawab Ulil Amri dalam Pelaksanaan Zakat diadopsi dalam Pasal 5 Undang-
Undang pengelolaan zakat. Adapun fatwa tentang zakat mal untuk bantuan
hukum juga diakomodir dalam Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pada Pasal 4 ayat (5).

Pada era Pandemi Wabah COVID-1g9, MUT berkontribusi dalam mem-
berikan solusi masyarakat di kemiskinan ekonomi, di mana MUI pada tahun
2020-2021 berhasil menerbitkan empat fatwa." Dari fatwa-fatwa filantropi
[slam tersebut dapat berkontribusi sebagai penjelasan teknis dalam pendis-
tribusian dana zakat untuk menghadapi wabah COVID-1g dan dampaknya.
Meminjam bahasa Niam, fatwa semacam ini memiliki fungsi al-ta'yidl, yak-
ni penguatan kebijakan negara yang diambil untuk kemaslahatan publik.¥
Fatwa semacam ini hadir untuk mengkorfirmasi, menguatkan dan membe-
likan dasar keagamaan agar penerimaan terhadap kebijakan publik terse-
but semakin kokoh. Dalam hal ini, kebijakan negara yang tertuang dalam
PP. Nomor 21 Tahun zozo tentang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-1g9). Hal yang sama, terjadi pada fatwa zakat dalam bentuk gardh
hasan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pin-
jaman untuk usaha dan bisnis dalam pemulihan wabah Pandemi COVID-1g.

Dalam merespon situasi Pandemi COVID-1g ini, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) telah mengambil kebijakan publik dengan delapan
program unggulan: (1) bantuan logistik penggali kubur; (2) bantuan pak-
et pemulasaran jenazah; (3) dukungan oksigen bagi Faskes; (4) dukungan
ruang isolasi dan Rusunawa; (5) bantuan APD penggali kubur; (6) pemu-
lasaran jenazah isolasi mandiri; (7) bantuan paket imun dan; (8) bantuan

56 Beberapa fatwa tersebut adalah Fatwa Nomor 23 Tahun 2ozo tentang Pemanfaatan Harta
Zakat, Infag, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-1g dan Dampaknya, Kepuo-
tusan ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2oz tentang Masalah Fikih Kon-
temporer meliputi tiga fatwa: Fatwa Zakat Perusahaan, Fatwa Zakat Saham dan Zakat dalam
bentuk al-Qardh al-Hasan. Selain itu, MUI DK Jakarts juga menerbitkan fatwa Nomor og ta-
hun zozo tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer,
Masker dan Alat Pelindung Din (APD) dalam Situasi Wabah COVID-g.

57 M. Asrorun Miam Saleh, *Orasi [imich Pidate Pengubuhan G Besar Living Fofwa: Transfor-
muast Fatwa dofom Perilaku dan Kebijoban Publit oi Era Miferiol” Rabu 22 Februari 2oaz, 10,
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tenda darurat.s* Selain itu, BAZNAS juga telah memberikan bantuan kepada
13 ribu lebih pelaku usaha UMKM terdampak Pandemi COVID-1g. Bantuan
tersebut merupakan bentuk kepedulian BAZNAS dalam menjaga geliat per-
ekonomian masyarakat rentan. Penyaluran ini dikemas melalui program
“Kita Jaga Usaha" bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM
(Kemenkop) serta pemerintah daerah, yang diluncurkan resmi pada Jumat
(27/8/2021) di tiga titik berbeda, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.®

Pasca era Pandemi sudah terkendali, MUI kembali menerbitkan
fatwa-fatwa filantropi Islam. Paling tidak, dari tahun 2022 hingga saat ini
terdapat tiga fatwa yang membahas zakat.*” Norma Fatwa MUI Nomor 66
Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Ben-
cana dan Dampaknya merupakan penegasan secara normatif-religins ber-
dasarkan dalil-dalil keagamaan atas regulasi penglolaan zakat dalam situasi
bencana. Misalnya, Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistri-
busian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 4 ayat (4). Dalam pasal terse-
but tertulis sebagai berikut: “Pendistribusian Zakat pada bidang kemanu-
siaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam
bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban pen-
ganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.”

Demikian halnya, dengan fatwa lainnya, misalnya Fatwa MUI Nomor
67 Tahun zo2z2 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan merupak-
an norma yang mendukung upaya pengumpulan zakat secara massif. Hal

58 Delapan program darurat itu diimplementasikan berupa, Bantuan Paket Penggali Kubuor yang
berjumlah 560 paket; Bantuan 3o Paket Pemulasaraan Jenazah untuk penyintas Covid-1g; Du-
kungan 500 Paket Ruang Isolasi di Rusunawa Nagrak Cilincing; Obksigen Bagi Faskes di Jabode-
tabek yang mencapai 2o0 unit; Bantuan 100 APD Penggali Kubur untuk pemakaman pasien
Covid-1g; Bantuan Pernulasarasn Jenazah Isolasi Mandiri; Bantuan 1000 Paket Imun untuk
nakes, mustahik penyintas Covid-ag, sopir ambulans; dan Bantuan 2o Tenda Darurat untuk
Fasku. hL-JHbLII]I.“t.d.bLk daldm up.u}ran}'u n'.u.ml:mntu pda.u.n Diakses 1 Juli _:uza, h.l:tg.-;...[,l'.bd.znda_

) Unl:ulc skema bantuan di Kita Jaga Usaha, Prof Noor menjelaskan, UMEM Bangkit merupakan
program pemberian bantuan langsung kepada 1o oo pelako UMEM di wilayah PPEM level 3
dan level 4 dengan jumlah bantuan sebesar Bpo. ooo. oo, yang diberikan melalui kartu ATM
bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedanghkan program Dapur Kuliner Nus-
antara adalah program pemberdayasn warteg, warung nasi, warung padang, dan usaha kuliner
skala kecil lainnya untuk mtn}mdmkan 72. 000 paket makanan yang akan didistribusikan bke-
pada pelaky isoman, panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, pesantren, rumah

singgah, nakes dan warga terdampak PPEM. Diakses 1 Juli zozg. https:) thaenas, go.id Press Be-
lease/baca (BAZNAS Bantu_ 13 Ribu UMEM_Terdampak Covid-g/86:

Go Beberapa tatwa itu adalah Fatwa MUl Nomor 67 Tahun 2ozz tentang Hubum Zakat atas Barang
yang Digadaikan, Fatwa MUl Nomor 65 Tahun zoza tentang Hukum Masalsh-masalah terkait
Zakat Fitrah, fatwa MUI Nomor 66 Tahun zoz2 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Pen-
anggulangan Bencana dan Dampaknya.
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ini karena spirit fatwa tersebut adalah menegaskan kewajiban membayar
zakat bagi pemilik harta yang mencukup syarat nishab, meskipun statusnya
dalam kondisi digadaikan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa filantropi Islam se-
cara umum mendukung pengelolaan zakat secara professional, akuntabel
dan progresif. Fatwa-fatwa yang tidak secara eksplisit diadopsi dalam regu-
lasi zakat, tetapi spiritnya menguatkan program pengelolaan zakat di anta-
ranya: Fatwa Intensifikasi Zakat (1982), Fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang
Zakat Penghasilan, Fatwa Nomor 13 tahun 2on tentang Hukum Zakat atas
harta Haram, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun
2018 tentang Membayar Zakat penghasilan sebelum Terpenuhi Syarat dan
Objek Zakat penghasilan, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VII Tahun zo21 tentang Zakat Saham dan Zakat Perusahaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa filantropi
Islam berkontribusi signifikan terhadap kebijakan publik ditinjau dari
hubungan simbiotik agama dan negara dapat dilihat dalam kolom berikut:

No. | Deskripsi Fatwa Living ‘Norma' Fatwa Kebijakan Publik wk
1 | Fatwa Intensifikasi ULT No. 38 Tahun 1ggg Zakat Profesi bagi ASN Gerak-dinamis;
Pelaksanaan Zakat Pasal 1; ULL No. 23 tahun | Muslim Visioner
[1g8z) zon pasal 4; Fermenag 31
tahun 201
2 | Fatwa Pentasarufan UL Mo 23 Tahun 2om Program Zakat Commu- | Visioner; Imple-
Harta Zakat untuk pada Pasal 22, 27 (1) dan | nity Development mentatif
Kegiatan Produktif dan | {2), 30, 32 dan Peraturan
Kemaslatan Umum BAZNAS Nomor 3 tahun
[1Bz) 208
3 | Fatwa tentang Pem- Peraturan BATNAS Beasiswa Cendekia Visioner; Imple-
berian Zakat untuk Momor 3 tahun 208 Pasal | BAZNAS mentatif dan
Beasiswa {1446) = ayat (7c) dan Pasal 4 limiah
ayat (2 ).
4 | Fatwa tentang Zakat U Mo 38 Tahun iggg Zakat Profesi bagi ASN | Gerak-Dianamis;
Penghasilan {zoag) Pasal n; ULL No. 23 tahun | Muslim Visioner; Impla-
zon pasal 4; Permenag 31 mentatif
tahum 2oug
5 | Fatwa tentang Penggu- | UL No. 23 tahun 2o Program Respon Darurat | Geral-Dianamis;
naan Dana Fakat untuk | Pasal 27 (2) Bencana BAZTNAS Visioner; Imple-
Imvestasi {2003) neenitatif
f | Fatwa tentang Masalah | ULl 23 2om Pasal 7, PP No | Pendiran BAZNAS dari | Implementatif
yang Terkait dengan 14 Tahun 2014 Pasal 7, Per- | pusat hingga daerah dan [lmizh
Zakat (z000) menag No. 30 tahun 2mé
tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Anggota Badan
Amil Zakat Nasional
Pasal 3
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7 | Fatwa tentang Amil ULl 23 2om Pasal 7, PP Mo | Pendirian BAZNAS dari | Implementatif;
Zakat (zom) 14 Tahun zo14 Pasal 7, Per- | pusat hingga daerah dan llmiah
menag No. 30 tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Anggota Badan
Amil Zakat Nasional
Pasal 3

& | Fatwa tentang Hubum | - Malar-Kritis
Zakat atas Harta Haram
{zon}

g | Fatwa tentang Penyal- | UU No. 23 tahun 2om Program Lumbung Visioner; Imple-
uran Harta Zakat dalam | Pasal 25, 27.; Permenag ;1 | Pangan dan Balai Ternak | mentatif
Bentuk Aset Kelolaan tahun zowg BAZNAS
{zon}

10 | Fatwa tentang Penari- | U No. 23 tahun 2on Program BAZNAS Implementatif
kan, Pemeliharaan dan | Pasal 25; Permenag 31 Bantuan Lembaga Sosial | dan llmiah
Penyaluran Harta Zakat | tahun zo1g. Islam Santunan Yatim
{2om) dan Dhuafa

n | Fatwa tentang Pendays- | UU No. 23 Tahun zon Program bedah rumah | Gerak-dinamis;
gunaan Harta Fakat, Pazal 3 layak huni yang bersani- | Visioner; Imple-
Infag, Sedekah dan tasi, bantuan pompa mentatif
Wakaf untuk Pema- air, pemasangan pipa air
bangunan Sarana Air bersih POAM.

Bersih dan Sanitasi bagi
Masyarakat {2015)

1z | Fatwa tentang Zakat Peraturan BAZNAS No.g | Program Dompet Zakat | Visioner dan
Mal untuk Bantuan Tahun 2m8 Pasal 4 ayat Bantuan Hukum Implemeantatif
Hulum (2m8) {5}

13 | Fatwa tentang Tang- UL No. 23 Tahun zou Pendirian BAZNAS dari | Implementatif
gung Jawah dan Pasal 5 pusat hingga daerah dan llmiah
Wewenang ULl Amri
dalam Pelaksanaan PP. No. 14 Tahun 2004
Kewajiban Pembayaran | Pasal 2
Zakat (2m8)

14 | Fatwa tentang Mem- UL Mo, 38 Tahun 1gag Zakat Profesi bagi ASM | Gerak-dinamis;
bayar Zakat Penghasi- | Pasal 11 ayat (2) dan (3); Muslim Visioner; dan
lan Sebelum Terpenuhi | ULL Mo, 23 Tahun zon Implemeantatif
Syarat Wajib (zm8) Pasal 4; Permenag 31

tahun zowg

15 | Fatwa tentang Objek UL Mo. 38 Tahun 1o Zakat Profesi bagi ASMN | Gerak-dinamis;
Zakat Penghasilan Pasal 1u Muslim Visioner; dan
{208) Implemeantatif

16 | Fatwa tentang Peman- | Peraturan BAZNAS Noug | Program Penanggulan- | Gerak-dinamis;
fatan Harta ZIS untuk | Tahun 2m8 Pasal 4 ayat gan Wahah COVID-1g Visioner; dan
Penanggulangan Wabah | (5). Implemeantatif
COVID-1g dan Dampak-
nya {2020} PF. Nomor 21 Tehun 2020

PEEE

17 | Fatwa tentang Zakat UL Mo, 38 Tahun 1gag Program Konsultasi Gerak-dinamis

Perusahaan {20z Pasal 11; Permenag 31 Zakat Perusahaan dan | dan Visioner

tahun zowg

Program ZChicken,
ZMart

Subtema: Sosial Kemasyarakatan dan Produk Halal

Gog



18 | Fatwa tentang Zakat U Mo 23 tahun 2on Program "Berkah” via Gerak-dinamis
Saham (20m) Pasal 4 Aplikasi HFX Syariah dan Visioner

15 | Fatwa tentang Zakat Program BAZNAS Micro- | Gerak-dinamis;
dalam Bentuk al-Qardh finance Desa (BMD) Visioner; dan
al-Hasan {zom) Implementatif

z0 | Fatwa tentang Hukum Nmiah; dan
Zakat atas Barang yang Malar-kritis
DiEadalkan{zm}

21 | Farwa tentang Hubum | ULL Now2g tahun 2o Program Zakat Digital Luwes; Visioner
Masalah-masalah ter- Pasal 4; Permenag 31 (Zakat Omnline) dan Implemen-
kait Zakat Fitrah (2022) | tahun 2o1g tatif

2z | Fatwa tentang Peman- | Peraturan BAZNAS No. 3 | Program Respon Darurat | Luwes; Visioner
faatan Harta Fakat Tahun 208 Pasal 4 ayat Bencana BAZNAS dan Implemen-
untuk Penanggulangan | (5. tatif
Bencana dan Dampak- i Program Rumah Sehat
nya (2022) BAZNAS

Dari data di atas, menunjukkan bahwa fatwa-fatwa filantropi Islam
tentang zakat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pub-
lik untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Hal ini mengingat bahwa
tujuan utama disyariatkan zakat selain untuk membersihkan harta yang
dimiliki muzakki sebagai bentuk ketaatan spiritual, juga untuk mewujud-
kan keadilan sosial melalui pengelolaan zakat yang mampu memberikan
kesejahteran bagi masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Lebih dari
itu, selain zakat sebagai ibadah spiritual, ia juga merupakan ibadah yang
berdimensi sosial sehingga dapat merealisasikan cita-cita keadilan sosial di
tenggah-tengah kehidupan beragama dan bernegara, baik secara ekonomi,
edukasi hingga ekologi. Dalam konteks ini, signifikansi zakat sebagai instru-
men dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat menemu-
kan elan vitalnya. Ini karena pengelolaan zakat dapat merealisasikan tujuan
syariat dari aspek musakki kepada mustahik sebagai jaminan ekonomi (al-
dhaman al-igtishadi) dan jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima’).”

Kebijakan-kebijakan publik di atas, baik secara langsung maupun
tidak langsung, sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh norma-norma
fatwa filantropi Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat Muslim
Indonesia. Kebijakan publik tersebut, selain berdasarkan pada norma fat-
wa-fatwa zakat sebagai landasan normatif perspektif hukum Islam, fatwa
tersebut juga menginspirasi dalam penyusunan regulasi mekanisme penge-
lolaan zakat atau berfungsi sebagai norma pendukung dalam implementasi
pengelolaam dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Kendatipun norma-norma fatwa MUI tentang zakat secara mayoritas

61 Moh, Mufid, Fifsafat Huwhum Ekonomi Syariah: Kgjiian Ontologi, Episternologi dan Aksiologi
Akod-ahad Muamaloh Konfemporer ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, zozi), 233
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berhasil menginisiasi (insya'i) menjadi norma hukum di Indonesia yang
menjadi regulasi pelaksanaan pengelolaan zalat, atau mendukung (ta'yidi)
pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih transformatif, tetapi dalam
catatan penulis terdapat tiga fatwa yang tidak berfungsi secara langsung.
Misalnya, Fatwa tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan (zozz),
Fatwa tentang Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan (zoz1), dan Fatwa
tentang Hukum Zakat atas Harta Haram (zom).

Transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam di Indonesia dalam
bentuk regulasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat menunjukkan bah-
wa fatwa-fatwa zakat mampu berfungsi sebagai a tool of social control (alat
kontrol sosial) dan a tool of social engineering (alat rekayasa sosial) bagi ma-
syarakat muslim Indonesia. Fatwa zakat sebagai kontrol sosial karena sudah
menjadi regulasi yang “mengikat” dalam mengatur teknis pelaksanan pen-
gelolaan zakat yang professional dan akuntabel, dan pada saat yang sama,
ia menjadi alat rekayasa sosial untuk meningkatkan kesadaran filantropis di
kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi norma-norma
fatwa filantropi Islam seputar fatwa-fatwa zakat menunjukkan adanya
kontribusi yang signifikan dalam mengintervensi lahirnya kebijakan pub-
lik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan publik yang lahir dari regulasi pengelolaan zakat di
Indonesia merupakan “terjemahan” dari norma-norma fatwa-fatwa zakat
yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUIT).

Living fatwa filantropi Islam dalam norma regulasi yang berlaku di In-
donesia dari era Orde Baru hingga era Pasca-Reformasi berkontribusi besar
dalam merancang-bangun regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam
konteks ini, fungsi fatwa menjadi dua pola: terkadang fatwa zakat menguat-
kan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (ta'yidi), atau menjadi
sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (insyaf).
Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat berfungsi se-
bagai a tool of social control (alat kontrol sosial) dan a fool of social engineer-
ing (alat rekayasa sosial) bagi masyarakat Muslim Indonesia.|]
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Fatwa MUI No. 12 Tahun 2on tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyal-
uran Harta Zakat diakses 1 Juli zo23. https://mui. or. id/wp-content/
uploads/files/fatwa/No. -15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyal-
uran-Harta-Zakat. pdf

Fatwa MUI Nomor oo1/MUNAS-IX/MUI/zo15 tentang Pendayagunaaan
harta Zakat, Infag, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Sanitasi diakses 1 Juli zo0223. https://www. nawasis. org/
portal/panduan /Buku%zoJuklak%20ZISWAF%zountuk%zoAirtezo
&%20%z0Sanitasi. pdf

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VI Tahun 2018 diakses 1 Juli 2o23. https://mui. or. id /wp-content/
uploads/files/fatwa /HASIL-I] TIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-
2018-oke. pdf

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer, diakses 1
Juli zo023. https://pid. baznas. go. id/wp-content/uploads/zozz2/o4/
Isi_Buku-HIMPUNAN-FATWA-MUI-TENTANG-ZAKAT 2021 Bg . pdf

Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang
Digadaikan diakses 1 Juli zoz3. https://fatwamui. com/storage/gzz/
Fatwa-MUI-Nomor-67-Tahun-zoz22-tentang-Hukum-Zakat-Atas-Ba-
rang-yang-DIgadaikan. pdf

Fatwa MUI Nomor 65 Tahun zo22 tentang Hukum Masalah-masalah terkait
Zakat Fitrah diakses 1 Juli zoz3. https://fatwamui. com/storage/320/
Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-zo2z2-tentang-Hukum-Masalah-ma-
salah-terkait-Zakat-Fitrah. pdf

Fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan harta Zakat untuk
Penanggulangan Bencana dan Dampaknya, diakses 1 Juli zozz. https://
fatwamui. com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-zoz2z2-ten-
tang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah. pdf

Saleh, M. Asrorun Niam. “Orasi llmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Living
Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era
Milenial” Rabu 22 Februari zo22.

Uundang-Undang Nomor 23 tahun 2om tentang Pengelolaan Zakat, diakses
1 Juli 2023. https://peraturan. bpk. go. id/Home/Details /35267 /uu-no-
23-tahun-zon

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diakses 1
Juli zo23. https://www. dpr. go. id/dokjdih/document/fuu/UU_1999_38.
pdf
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun zou tentang Pengelolaan Zakat diakses 1Juli
2023. https://peraturan. bpk. go. id/HomeDetails/5451/pp-no-14-ta-
hun-zo14

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun zo8 tentang Pendistribusian dan Pen-
dayagunaan Zakat diakses 1 Juli 2o23. https://pid. baznas. go. id/
wp-content/uploads/zo1g/03/PERBAZNAS-NO-3-TAHUN-2018-TEN-
TANG-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PENDAYAGUNAAN-ZAKAT. pdf

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan
Amil Zakat Nasional, Diakses 1 Juli 2023. https://baznas. go. id/vz/as-
sets/pdf/ppid/baznas/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-
Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.
pdf

Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun
2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Za-
kat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, diak-
ses 1 Juli zoz3. https://peraturan. bpk. go. id/Home Details/130646/
peraturan-menag-no-3i-tahun-zo1g
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